





ASI'lAN Agreement On Transboundary Haze Pollution, untuk
selanjutnya disebut sebagai perjanjian, merupakan perjanjian
regional pert am a yang mengikat suatu kelompok negara dalani
menangani masalah polusi lintas batas udara yang disebabkan oleh
kebakaran hutan dan iahan.
Perjanjian ini berisi mengenai ketentuan dalam pengawasan,
penilaian dan pencegahan, kerjasama teknis, dan peneiitian ilmiah,
mekanisme dalam koordinasi, jalur komunikasi dan
penyederhanaan prosedur imigrasi bagi penanggulangan bencana.
Berdasarkan perjanjian ini, maka didir ikan ASEAN Coordinating
Center for Transboundary Haze Pol In lion Control yang bertujuan
untuk menangani berbagai aktivitas yang harus dilaksanakan
menurut perjanjian.
Latar Belakang (Background)
Kebakaran hutan atau Iahan merupakan masalah yang serins
karena selain dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, gangguan
kesehatan manusia juga dapat mengganggu hubungan antar-negara
karena dapat menimbulkan polusi udara yang melewati batas suatu
negara. Negara-negara ASEAN berkomitmen untuk menangani
masalah ini secara bersama-sama dan saling bertanggung jawab.
Dengan adanya perjanjian ini maka, Negara-negara anggota
ASEAN dapat memudahkan para pemadam kebakaran, personei
Search and Rescue (SAR) beserta peralatannya yang menangani
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Berdasarkan Pasal 2 dalam perjanjian ini, tujuan utama
dibentuknya perjanjian ini adalah untuk mencegah dan mengawasi
polusi lintas batas udara yang harus ditangani melalui usaha-usaha
nasional dan regional serta kerjasama internasional secara intensif.
Keberiakuan (Entry into Force)
Perjanjian ini ditandatangani pada 10 Juni 2002 oleh 30 negara
anggota ASEAN pada saat berlangsungnya World Conference and
Exhibition on Land and Fores/ Fire Hazards di Kuala Lumpur,
Malaysia .
Berdasarkan Pasal 29 perjanjian, maka perjanjian ini dapat
mulai berlaku (entry into force) enam puluh hari setelah diratifikasi
oleh 6 Negara. Maka Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal 25
Novermber 2003 setelah oleh diratifikasi oleh Brunei Darussalam,
Malaysia, Myanmar, Singapore, Vietnam dan Thailand.
Prinsip-prinsip IJmum (General Principles)
Prinsip-prinsip umum pada ini dijelaskan pada Pasal 3
Perjanjian, yang menyatakan bahwa pelaksanaan perjanjian ini
harus dilandaskan prinsip-prinsip sebagai berikut:
1 Prinsip Kedaulatan Negara ( Principles of Sovereignty)
Negara-negara Peserta, sesuai dengan ketentuan dalam Piagam
PBB dan prinsip hukum Internasional, memiliki kedaulatan untuk
mengeksploitasi sumber-sumber daya alamnya. Namun, harus tetap
bertanggung jawab untuk menjamin bahwa tindakan-tindakan
dalam lingkup yurisdiksinya tersebut tidak menimbulkan kerusakan
lingkungan atau membahayakan kesehatan manusia di negara-
negara lain atau di wilayah diluar yurisdiksinya.
2. Prinsip Solidaritas dan Kemitraan (Principles of Solidarity and
Partnership)
Negara-negara peserta harus memiliki semangat solidaritas dan
kemitraan dalam hal yang beruhubungan dengan kebutuhan,
kemampuan dan situasi, meningkatkan kerjasama dan koordinasi
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untuk mencegah dan memonitor polusi Iintas batas udara akibat
kebakaran hutan atau lahan.
3. Prinsip Tindakan Pencegahan (Precautionary Principle)
Negara-negara peserta harus mengambil tindakan-tindakan
pencegahan dalam mengantisipasi, mencegah dan memonitor polusi
iintas batas udara akibat dari kebakaran hutan atau lahan yang harus
segera ditangani untuk meminimalisasi akibat-akibat buruknya.
Walaupun tanpa ada kepastian i lmiah, tindakan-tindakan
pencegahan harus segara diambil oleh negara yang bersangkutan
apabila ada ancaman serius atau kerusakan yang sulit untuk
diperbaiki akibat polusi Iintas batas udara ini.
4. Prinsip Pengelolaan (Management Principle)
Negara - negara peserta harus mengeiola dan menggunakan
sumber-sumber daya alamnya termasuk hutan dan lahan secara baik
dan berkelanjutan
5. Prinsip Keterlibatan (Involvement-Principle)
Negara-negara peserta dalam menangani masalah polusi Iintas
batas udara harus melibatkan seluruh stakeholders, termasuk
diantaranya masyarakat lokal, organisasi non-Pemerintahan, petani
dan pihak swasta.
Materi-materi Pokok (Main Features)
Perjanjian ini memiliki 32 Pasal dan 1 Annex yang mengatur
mengenai penanganan polusi Iintas batas udara. Adapun materi
pokok pada perjanjian ini adalah sebagai berikut;
1. Defmisi-deflnisi umum mengenai apa yang disebut dengan
Assisting Party, Competent Authorities, Controlled burning,
Fire prone areas, Focal point, Haze pollution, dan wilayah
cakupan perjanjian diatur pada Pasal 1.
2. Berdasarkan Pasal 2 mengenai tujuan yang hendak dicapai
dalam perjanjian ini, maka Pasal 4 berisi kewajiban-kewajiban
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bagi Negara Peserta demi tercapainya tujuan tersebut. Adapun
kewajiban-kewajiban tersebut adalah:
a. Saling berkerjasama dalam melaksanakan tindakan-tindakan
untuk mencegah dan memonitor polusi udara lintas batas
yang terjadi akibat kebakaran hutan atau lahan dan juga
mengontrol sumber-sumber kebakaran, termasuk dengan
mengindentifikasi kebakaran, perkembangan hasil monitor,
peni la ian dan sistem peringatan dini, pertukaran informasi
dan teknologi dalam basis mutual assistance.
b. Merespon dengan segera, apabila terjadi polusi lintas batas
udara yang berasal dari wilayahnya, untuk meminta
informasi terkait atau meminta nasihat dari negara lain agar
meminimalisasi konsekuensi vang mungkin terjadi.
c. Mengambil t indakan legislative, administrative atau tindakan
lainnya untuk menjalankan kewajiban mereka berdasarkan
perjanjian ini .
3. Berdasarkan Pasal 5 Perjanjian ini, maka dalam menangani
polusi lintas batas udara maka dibentuk the ASEAN
Coordinating Centre for Transhoundary Haze Pollution
Control, untuk selanjutnya disebut sebagai, The ASEAN Centre.
The ASEAN Centre ini akan memfasilitasi kerjasama dan
koordinasi antara Negara-negara Peserta dalam menangani
akibat-akibat kebakaran hutan atau lahan terutama polusi lintas
batas yang terjadi atas hasil kebakaran tersebut. Namun, badan-
badan Nasional yang berwenang harus menyatakan situasi
dalam keadaan darurat sebelum meminta bantuan dari The
ASEAN Centre.
4. Dalam Pasal 6 dinyatakan bahwa setiap Negara Peserta harus
menunjuk satu atau lebih badan yang berkompeten dan satu
Focal Point yang berwenang untuk menjalankan fungsi
administratif. Badan atau Eocai Point tersebut harus
diinformasikan kepada Negara negara Peserta lainnya dan
kepada The ASEAN Center. Apabila terdapat perubahan juga
harus turut diinformasikan. The ASEAN Center harus secara
berkala menyediakan informasi-informasi tersebut di atas
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kepada Negara-negara Peserta lainnya dan organisasi
internasional Jain yang terkait.
5. Berdasarkan Pasai 7, setiap Negara Peserta harus mengambil
tindakan-tindakan yang memadai untuk memonitor;
a. Seluruh wilayah rawan kebakaran;
b. Seluruh lahan atau hutan yang kebakaran
c. Kondisi lingkungan di lahan atau hutan yang terbakar
d. Polusi udara akibat kebakaran hutan atau lahan.
Setiap Negara Peserta juga wajib untuk menugaskan satu atau
lebih badan yang berfungsi sebagai National Monitoring
Centres untuk selalu memonitor sejalan dengan prosedur
nasionalnya masing-masing.
Apabila terjadi kebakaran maka Negara-negara Peserta harus
mengambil tindakan secara cepat untuk mengatasinya.
6. Berdasarkan Pasa! 8, setiap Negara Peserta harus menjamin
bahwa National Monitoring Centre yang d imi l ik inya dapat
saling berkomunikasi dengan /he ASEAN Centre, baik secara
langsung atau melalui Focal Point, mengenai data yang didapat
yang berkaitan dengan wilayah rawan kebakaran, kebakaran
lahan atau hutan, kondisi lingkungan dan polusi udara akibat
kebakaran tersebut. The ASEAN Centre wajib menerima,
mengkonsolidasi dan menganalisa data yang didapat dari
National Monitoring Centre atau Focal Point. Berdasarkan data
yang diperoleh tersebut, 77?*? ASEAN Centre, apabila
memungkinkan, memberikan penilaian melalui Focal Point
masing-masing mengenai resiko terhadap kesehatan manusia
atau kepada lingkungan yang berasal dari polusi lintas batas
udara.
7. Berdasarkan Pasal 9, setiap pihak wajib mengambil tindakan-
tindakan untuk mencegah dan mengontrol aktivitas di lahan atau
hutan yang dapat memicu terjadinya kebakaran lahan atau
hutan, termasuk diantaranya:
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a. Mengembangkan dan melaksanakan tindakan-tindakan,
program-program, dan strategi-strategi untuk
mempromosikan kebijakan zero burning policy untuk
menangani kebakaran hutan;
b. Mengembangkan kebijakan-kebijakan yang sesuai untuk
melarang aktivitas-aktivitas yang dapat menjadi pemicu
kebakaran hutan;
c. Mengidentifikasi dan memonitor wilayah yang rawan
terhadap kebakaran;
d. Memperkuat pengelolaan kebakaran lokal dan peningkatan
kemampuan dalam mengatasi kebakaran serta koordinasi
dalam mencegah terjadinya kebakaran lahan atau hutan yang
dapat menimbulkan polusi iintas batas udara,
e. Mempromosikan pendidikan publik, membangun kesadaran
dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam hal
pengelolaan untuk mencegah kebakaran lahan atau hutan;
f. Mempromosikan dan menggunakan pengetahuan asli
(indigenous) dan pelatihan dalam pencegahan kebakaran; dan
g. Menjamin bahvva tindakan-tindakan legislatif, administratif
dan tindakan lainnya yang relevan dapat diambil untuk
mengontrol pembakaran terbuka serta dapat mencegah
pembersihan lahan melalui pembakaran.
8. Berdasarkan Pasal 10 Negara-negara Peserta wajib, baik secara
bersama-sama ataupun masing-masing, untuk mengembangkan
strategi dan merespon rencana-rencana untuk mengidentifikasi,
mengelola dan mengontrol resiko terhadap kesehatan manusia
dan lingkungan yang timbul akibat kebakaran hutan atau lahan.
Negara-negara peserta tersebut wajib untuk mempersiapkan
standar prosedur operasi untuk kerjasama regional dan tindakan
nasional yang disyaratkan melalui perjanjian ini.
9. Berdasarkan Pasal I I , setiap Negara Peserta wajib menjamin
bahwa tindakan-tindakan legislatif, administratif dan tindakan
keuangan dapat diambil untuk menjalankan peralatan, materials,
sumber daya manusia dan sumber dana untuk merespon dan
menangani akibat yang timbul dari kebakaran lahan atau hutan.
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Setiap Negara Peserla wajib untuk saling menginformasikan
satu sama lainnya dan kepada The ASEAN Centre atas tindakan-
tindakan tersebut.
10. Berdasarkan Pasal 12, apabila ada satu Negara yang
membutuhkan bantuan untuk mengatasi kebkaran hutan atau
lahan di wilayahnya, maka negara tersebut dapat meminta
bantuan kepada Negara-negara Peserta lainnya baik secara
langsung maupun melalui The ASEAN Centre, atau dari Negara
iainnya atau dari Organisasi Internasional lain yang terkait.
Bantuan dapat diberikan atas permintaan dan dengan
persetujuan dari Negara yang meminta atau ditawarkan oleh
Negara atau pihak lainnya dengan persetujuan Negara yang
akan menerima. Setiap Negara Peserta yang meminta bantuan
secara langsung maupun melalui the ASEAN Centre harus
secara cepat memutuskan dan memberitahukan apakah akan
menerima bantuan atau tidak. Demikian pula sebaliknya bagi
Negara Peserta yang me'nawarkan bantuan. Negara yang
meminta bantuan tersebut harus menjabarkan secara spesifik
ruang lingkup dan tipe bantuan yang disyaratkan dan, apabila
dapat dilaksanakan, maka Negara pemberi bantuan
menyediakan informasi-informasi yang diperlukan untuk
menentukan apakah bantuan tersebut sesuai dengan yang
diminta. Apabila Negara yang meminta bantuan tidak dapat
menjabarkan secara spesifik ruang lingkup serta tipe bantuan,
maka Negara peminta bantuan dan Negara penerima bantuan
dapat saling berkonsultasi untuk menentukan ruang lingkup dan
tipe bantuannya. Negara-negara Peserta dapat, sesuai dengan
batas kemampuannya, mengidentifikasi dan memberitahukan
The ASEAN Centre mengenai ahli-ahli, peralatan dan material
yang dapat digunakan untuk membantu Negara peserta lainnya
apabila terjadi kebakaran hutan atau tahan atau polusi lintas
batas udara.
11. Berdasarkan Pasal 13, Negara peminta bantuan atau penerima
bantuan harus menjalankan keseluruhan petunjuk, kontroi,
koordinasi dan pengawasan bantuan didalam wilayahnya
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masing-masing. Sebelum menugaskan personel, pihak pemberi
bantuan sebaiknya berkonsuitasi du lu dengan pihak penerima
bantuan dan menjelaskan personel yang akan bertugas dan
pengawasan terhadap personel serta peralatan yang disediakan.
Personel yang ditugaskan harus menjalankan fungsi
pengawasan berkerjasama dengan badan lain yang berwenang di
Negara penerima bantuan. Negara pemberi atau penerima
bantuan harus rnenyediakan fasi l i tas lokal dan jasa yang
memadai serta administrasi yang efektif atas bantuan. Selain itu,
harus juga menjamin perl indungan personel, peralatan serta
material yang dibawa kedalam vvilayahnya. Negara pemberi
atau penerima bantuan harus sal ing berkoordinasi didalam
wilayahnya masing-masing.
2. Berdasarkan Pasal 14, permintaan atau penerimaan para pihak
lainnya harus sesuai dengan personel pihak pemberi bantuan
yang bertindak atas nama pihak tersebut. Pihak peminta bantuan
dan penerima bantuan sepakat untuk membebaskan pihak
pemberi bantuan dari pajak, kewajiban atau pungutan lain
terhadap peralatan dan material yang dibavva untuk keperluan
memberikan bantuan. Pihak penerima. bantuan atau pihak
pemberi bantuan harus memfasilitasi izin masuk, izin tinggal
dan keberangkatan para personel dan juga peralatan dan
material vans digunakan.
13. Berdasarkan Pasal 15, setiap pihak yang berkepentingan harus
meminta pihak lain untuk memfasilitasi izin transit da I am
wilayah pihak lain tersebut kepada personel yang ditugaskan
untuk memberikan bantuan.
14. Berdasarkan Pasal 16, untuk meningkatkan kesiapan dan
meminimalisasi resiko terhadap kesehatan manusia dan
lingkungan yang timbul akibat kebakaran lahan atau hutan atau
polusi lintas bat as udara, maka para pihak harus mengambil
kerjasama teknis termasuk diantaranya:
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a. Memfasilitasi dan menjalankan tindakan-tindakan didalam
dan diluar para pihak;
b. Mempromosikan standarisasi format laporan atas data dan
informasi;
c. Mempromosikan pertukaran informasi-informasi yangterkait,
keahlian, tekhnologi, tekhnik;
d. Menyediakan atau mengatur pelatihan yang relevan,
pendidikan, kampanye peningkatan kesadaran, terutama
dalam mempromosikan zero-burning practices dan pengaruh
dari polusi udara terhadap kesehatan manusia dan
iingkungan;
e. Mengembangkan dan membuat tekhnik dalam mengontrol
pembakaran terutama bagi petani kecil dan untuk sal ing
bertukar pengalaman dalam mengontrol pembakaran;
f. Memfasilitasi pertukaran pengalaman dan informasi yang
relevan antara badan pelaksana para pihak;
g. Mempromosikan pembangunan pasar untuk penggunaan
biomass dan met ode yang sesuai untuk pembuangan sampah
hasil pertanian;
h. Mengembangkan program-program pelatihan bagi para
pemadam kebakaran dalam tingkat lokal, nasional dan
regional; dan
i. Memperkuat dan meningkatkan kapasitas teknis para pihak
untuk melaksanakan perjanjian in i .
The ASFAN Centre akan memfasilitasi aktivitas-aktivitas bagi
kerjasama teknis tersebut di atas.
15. Berdasarkan Pasal 17, para pihak dapat secara bersama-sama
maupun masing-masing termasuk diantaranya kerjasama dengan
Organisasi Internasional, untuk mempromosikan dan
mendukung program-program penelitian i lmiah dan teknis yang
berkaitan dengan akar permasalahan, konsekuensi polusi lintas
batas udara, metode, tekhnik dan peralatan untuk pengetolaan
kebakaran hutan atau lahan termasuk pemadam kebakaran.
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16. Konferensi para pihak didirikan berdasarkan Pasal 18 perjanjian
in i . Pertemuan pertama konferensi tersebut diajukan oleh
Secretariat tidak lebih dari satu tahun setelah perjanjian ini entry
info force. Setelah itu, pertemuan biasa diadakan satu kali dalam
setahun sehubungan dengan pertemuan penting ASEAN.
Pertemuan luar biasa dapat diadakan kapanpun atas permintaan
salah satu pihak dan didukung oieh minimal satu pihak lainnya.
Konferensi pada pihak harus tetap menjaga keberlangsungan
dan evaluasi pelaksanaan perjanjian ini yang diharapkan dapat:
a. mengambil tindakan-tindakan yang dianggap per!u untuk
menjamin efektifitas pelaksanaan perjanjian ini;
b. Mempertimbangkan laporan dan informasi lainnya yang
diperoleh dari salah satu pihak melalui Sekretariat;
c. Mempertimbangkan dan mengadopsi protokol yang sesuai
dengan Pasal 21 perjanjian ini;
d. Mempertimbangkan dan mengadopsi perubahan apapun yang
terjadi terhadap perjanjian ini;
e. Mengadopsi, mereview dan mengamandemen Annex
perjanjian ini;
f. Mendirikan badan subsider untuk pelaksanaan perjanjian ini;
dan
g. Mempertimbangkan dan mengambil tindakan tambahan demi
tercapainya tujuan perjanjian ini.
17. Sekretariat dibentuk berdasarkan Pasal 19 perjanjian in i .
Fungsi-fungsi Sekretariat adalah sebagai berikut:
a. Mengatur dan mengadakan konferensi para pihak dan badan-
badan lainnya yang didirikan berdasarkan perjanjian ini;
b. Mengirimkan pemberitahuan kepada para pihak, laporan dan
informasi lain yang diterima sehubungan dengan perjanjian
ini;
c. Mempertimbangkan keterangan dan informasi dari para pihak
dan berkonsultasi dengan mereka sesuai mengenai
pertanyaaan sehubungan dengan perjanjian ini;
d. Menjamin koordinasi yang diperlukan dengan badan
internasional lainnya yang relevan terutama untuk pengaturan
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administratif yang diminta dalam rangka pemenuhan fungsi
Sekretariat; dan
e. Menjalankan fungsi-fungsi lainnya yang ditugaskan oleh para
pihak.
ASEAN Secretariat akan berfungsi sebagai Sekretariat pada
perjanjian in i .
18. ASEAN Transboundary Haze Pollution Control Fund,
selanjutnya disebut sebagai The Fund dibentuk berdasarkan
Pasai 20 perjanjian ini. The Fund harus didaftarkan kepada
ASEAN Sekretariat berdasarkan petunjuk para pihak dalam
Konferensi. Sesuai dengan keputusan konferensi, maka para
pihak vvajib untuk turut berkontribusi secara sukarela dalam
The Fund. The Fund akan dibuka untuk dapat meneriina
kontribusi dari sumber-sumber lainnya yang menjadi subyek
dalam per janj ian ini atau atas persetujuan para pihak.
19. Berdasarkan Pasal 21, para pihak hams saling bekerjasama
dalam membuat dan mengadopsi protokol perjanjian i n i ,
menentukan tindakan-tindakan yang disepakati, prosedur-
prosedur dan standar-standar bagi pelaksanaan perjanjian i n i .
Pada saat pertemuan dalam konferensi para pihak dapat
mengandopsi suatu protokoi bagi perjanjian ini dengan
persetujuan secara konsensus dari seluruh pihak. Isi dari
protokol yang diajukan harus dikomunikasikan kepada para
pihak melalui Sekretariat minimum enam bulan sebelum
pertemuan. Persyaratan bagi keberlakuan protokol harus dibuat
berdasarkan ketentuan yang ada.
20. Berdasarkan Pasal 22, pihak manapun dapat mengajukan
amandemen terhadap perjanjian. Isi dari usulan amandemen
harus dikomunikasikan kepada pihak lain melalui Sekretariat
sedikitnya min imum enam bulan sebelum konferensi yang
ditujukan untuk adopsi. Sekretariat juga harus
mengkomunikasikan usulan amandemen kepada Negara
penanda-tangan perjanjian ini. Amandemen harus diadopsi
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secara konsensus pada saat pertemuan biasa dalam Konferensi
para pihak. Amandemen terhadap perjanjian ini harus menjadi
subyek untuk penerimaan. The Depository harus
mendistribusikan amandemen yang hendak diadopsi kepada
seluruh pihak untuk meminta penerimaan. Amandemen tersebut
dapat berlaku setelah 30 hari sejak diterimanya instrumen
penerimaan dari seluruh pihak. Setelah berlaku, amandemen
perjanjian ini pihak baru dalam perjanjian ini akan diterima
menjadi pihak dalam perjanjian yang telah diamandemen.
21. Berdasarkan Pasal 23, kecualt dinyatakan tain, Annex perjanjian
ini merupakan bagian integral dalam perjanjian dan referensi
perjanjian juga dinyatakan sebagai referensi terhadap annex.
Annex harus diadopsi melalui konsensus dalam pertemuan biasa
pada konferensi para pihak. Pihak manapun dapat mengusulkan
perubahan terhadap Annex. Amandemen terhadap Annex harus
diadopsi secara konsensus pada saat pertemuan biasa pada
konferensi para pihak. Annex dalam perjanjian ini dan
amandemen terhadap annex harus menhadi subyek untuk
penerimaan. The Depository harus mendistribusikan Annex atau
amandemen yang hendak diadopsi atas Annex kepada seluruh
pihak untuk meminta penerimaan. Annex atau Amandemen
terhadap Annex dapat berlaku setelah 30 hari sejak diterimanya
instrumen penerimaan dari seluruh pihak.
22. Berdasarkan Pasal 24, pada konferensi pert am a para pihak
secara consensus mengadopsi rules and procedures bagi para
pihak dan financial rules bagi ASEAN Transboundaty Haze
Pollution Control Fund untuk menentukan partisipasi keuangan
para pihak dalam perjanjian ini.
23. Berdasarkan Pasal 25, para pihak dapat mengirim laporan
kepada Sekretariat mengenai tindakan-tindakan yang diambil
dalam menjalankan perjanjian ini.
24. Berdasarkan Pasal 26, ketentuan-ketentuan yang ada dalam
perjanjian ini tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun
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kepada pihak manapun dalam konvensi atau perjanjian lain
dimana mereka menjadi pihak di dalamnya.
25. Berdasarkan Pasal 28, perjanjian ini dapat menjadi subyek
untuk ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi bagi
seluruh Negara anggota. Perjanjian ini harus terbuka untuk
aksesi sejak tanggal saat perjanjian ini ditutup untuk 2.
ditandatangani. Instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan
atau aksesi harus didepositkan kepada Depository.
26. Berdasarkan Pasal 30, kecuali dinyatakan lain oleh perjanjian 3.
ini, maka reservasi tidak diperbolehkan dalam perjanjian ini.
27. Berdasarkan Pasal 31, perjanjian ini harus didepositkan kepada
Sekretaris Jenderal ASEAN yang akan dengan segera
memberikan salinan yang sah kepada Negara-negara anggota. 4,
28. Berdasarka Pasal 32, perjanjian ini hams ditulis dalam bahasa
inggris dan menjadi naskah yang otentik.
Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement)
Berdasarkan Pasal 27, sengketa apapun yang terjadi antara para
pihak baik mengenai interpretasi maupun penerapan atau
pemenuhan perjanjian ini atau protokol lainnya hams diselesaikan
melalui konsultasi atau negosiasi secara damai.
Ketentuan Internasional Terkait (Related Regulations)
6
Perjanjian ini memiliki Annex I mengenai Terms of Reference
of the ASEAN Co-ordinating Centre for Tramnsbotnidcuy Haze
Pollution Control (The ASEAN Centre). Dalam Annex ini
dijelaskan mengenai tugas the ASEAN Centre yaitu:
1. Membuat dan menjaga kontak secara teratur dengan National
Moniloring Centres mengenai data termasuk diantaranya yang j
diperoleh dari satelit dan observasi meteorology, yang berkaitan
dengan:
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a. Kebakaran lahan atau hutan;
b. Kondisi lingkungan yang kondusif terhadap kebakaran
tersebut; dan
c. Kualitas dan tingkat polusi terutama akibat dari kebakaran
tersebut.
2. Menerima data tersebut dari National Monitoring Centres atau
Focal Points untuk dianaiisa dan diproses kedalam format yang
mudah dipahami dan dapat diakses.
3. Memfasilitasi kerjasama dan koordinasi antara para pihak untuk
meningkatkan kesiapan dan untuk merespon kebakaran lahan
atau hutan atau polusi udara yang diakibatkan oleh kebakaran
tersebut.
4. Memfasilitasi koordinasi antara para pihak, Negara-negara lain
dan organisasi yang terkait dalam mengambil tindakan yang
efektif untuk mengatasi akibat kebakaran lahan atau hutan atau
polusi udara yang timbul dari kebakaran tersebut.
5. Membuat dan menjaga daftar para ahli baik yang terdapat
didalam maupun diluar wilayah ASEAN yang dapat
dimanfaatkan keahliannya dalam mengambil tindakan-tindakan
untuk mengatasi akibat yang ditimbulkan dari kebakaran hutan
atau lahan dan membuat daftar tersebut selalu tersedia bagi
seluruh pihak.
6. Membuat dan menjaga daftar peralatan dan fasilitas teknis baik
didalam maupun diluar wilayah ASEAN yang dapat digunakan
dengan baik pada saat pengambilan tindakan-tindakan untuk
mengatasi akibat yang ditimbulkan dari kebakaran hutan atau
lahan dan membuat daftar tersebut selalu tersedia bagi seluruh
pihak.
7. Membuat dan menjaga daftar para ahli baik yang terdapat di
dalam maupun diluar wilayah ASEAN untuk keperluan
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peiatihan, pendidikan dan kampanye peningkatan kesadaran dan
membuat daftar tersebut selalu tersedia bagi seluruh pihak,
8. Membuat dan menjaga kontak dengan Negara yang berprospek
menjad i donor serta Organisasi untuk menjalankan sumber-
suniber keuangan untuk pencegahan dan juga dalam mengatasi ^
kebakaran hutan atau lahan atau polusi udara yang disebabkan 'r
oleh kebakaran serta kesiapan para pihak termasuk diamaranya
kernampuan pemadaman kebakaran. a!
h
9. Membuat dan menjaga daftar donor tersebut dan membuat P
daftar tersebut tersedia bagi para pihak. "
10. Dalam merespon permintaan atau menawarkan bantuan apabila
lerjadi kebakaran hutan atau lahan atau polusi udara yang
disebabkan kebakaran tersebut, harus:
ai
a. mengir imkan secara cepat permintaan bantuan kepada Negara
lain atau Organisasi lain; dan
b. Koordinasi bantuan tersebut apabila diminta dengan meminta ^
pihak l a in atau ditavvarkan oleh Negara pemberi bantuan.
b<
1 1. Membuat dan menjaga sistem informasi untuk peitukaran P1
informasi yang relevan, keahlian, tekhnologi, teknik dan
membuat phal tersebut tersedia bagi pihak la in dalam format
yane mudah diakses P'
ui
12. megumpuikan dan meyebarkan informasi kepada para pihak a
mengenai pengalaman the ASl-'AN Center dan informasi la innya ni
vans berkaitan denaan pelaksanaan perjanjian P1
'- " • ' - P]
13. Membantu para pihak dalam mempersiapkan Standard
Operating Procedures (SOP).
(Fika Yulialdina Hakim, S.H.) '
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Konsep (Concept)
International Tropical Timber Agreement (Perjanjian) atau
biasa juga disingkat dengan ITTA merupakan perjanjian
internasional yang membentuk International Tropical Timber
Organization (ITTO). ITTO ini merupakan lembaga
antarpemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan
hutan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, serta
pemanfaatan dan perdagangan sumber daya kehutanan tropis. Saat
ini , ke-59 anggotanya merepresentasikan 80 persen dari hutan tropis
di dunia dan 90 persen dari perdagangan kayu tropis global.
Saat ini telah terdapat tiga Perjanjian ITTA untuk mengatur
ITTO. Perjanjian yang pertama adalah pada tahun 1983 yang
bertujuan untuk memberikan kerangka kerjasama internasional
antara produsen dan konsumen kayu tropis dan mengembangkan
kebijakan nasional yang berorientasi pada konservasi hutan.
Perjanjian yang kedua adalah yang dibentuk pada tahun 1994 yang
memuat ketentuan baru seperti misalnya dana asistensi. Perjanjian
ITTA yang terakhir adalah pada tahun 2006 yang sampai sekarang
belum berlaku karena masih menunggu penandatanganan negara
peserta.
Dalam menjalankan fungsinya, ITTO membentuk dokumen
kebijakan yang disetujui secara internasional untuk mendukung
pengelolaan hutan berkelanjutan dan membantu negara anggota
untuk mengadopsi kebijakan tersebut dan implementasinya di
lapangan dalam bentuk proyek. Selain itu, ITTO juga
mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarkan data mengenai
produksi dan perdagangan dari kayu tropis, serta mendapai berbagai
proyek dan langkah-langkah lain sesuai tujuan organisasi.
Negara anggota dapat mengajukan proposal proyek kepada
Council untuk dianalisis dan diberikan pendanaan sesuai dengan
siklus proyek ITTO. Dalam Yokohama Plan of Action sudah
ditentukan tipe-tipe proyek yang menjadi perhatian besar dari
ITTO. Setiap proyek didanai secara sukarela, terutama oleh negara
J http: "\vw\v.itto.orgjp
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anggota yang menjadi konsumen pada. perdagangan kayu tropis.
Donor besar dalam 1TTO adalah Jepang, Swiss, dan Amerika
Serikat.
Latar Belakang (Background)
Perjanjian ini merupakan landasan hukum yang membentuk
ITTO. Organisasi ini dibentuk atas dukungan dari Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) pada t ahun 1986 sebagai akibat dari
meningkatnya perhatian masyarakat internasiona] mengenai
kelanjulan hutan tropis. Pada satu .sisi, masyarakat internasional
harus menghadapi ancaman deforestasi yang terjadi di banyak
negara berkembang, namun di sisi lain, perdagangan kayu tropis
merupakan sektor kunci dalam pembangunan ekonomi negara
berkembang tersebut. Oleh karena itu, rekonsiliasi antara dua
kepentingan tersebut menjadi latar belakang dari ITTO.
Keberadaan ITTO dapat dilacak pada, tahun 1976 ketika
negosiasi panjang Per janj ian ini dimulai pada forum United Nations
(Conference on Trade and Development (UNCTAD) sebagai bagian
dari perundingan komoditi . Hasil dari perundingan tersebut aclalah
Per janj ian ITT A tahun 1983 yang mengatur kerja ITTO sampai
Desember 1996 yang selanjutnya diatur berdasarkan Perjanjian
ITTA tahun 1994. Saat ini, negosiasi untuk membentuk Perjanjian
yang akan meneruskan pengaturan terhadap ITTO baru selesai
d i i a k u k a n atas dukungan dari UNCTAD. Perjanjian ITTA 2006
telah dibentuk dan diharapkan berlaku (entered info force} pada
tahun 2008.
Pada Perjanj ian yang pertama, yang mana negosiasi diiakukan
pada tahun I980an, perhatian terhadap kelangsungan hutan tropis
semakin meningkat dan membutuhkan respons internasional. Sejak
saat itu, perlindungan l ingkungan hidup menjadi perhatian penting
masyarakat internasional dan dianggap sama pentingnya dengan
perdagangan kayu tropis. Konstruksi pemikiran dari si pembuat
Perjanjian adalah perdagangan kayu tropis apabila diiakukan
dengan pengelolaan sumber daya kehutanan yang tepat dapat
menjadi kunci dalam pembangunan berkelanjutan yang
memberikan devisa yang signifikan, membuka lapangan pekerjaan,




Perjanjian ITTA tahun 1983 yang mulai berlaku ternyata bukan
merupakan perjanjian komoditi perdagangan belaka. Bahkan
Perjanjian ini banyak mengatur aspek perlindungan hutan dan
pembangunan selain juga dari materi utamanya yaitu perdagangan
komoditi kayu tropis. Bahkan Perjanjian ITTA mendahului
perhatian internasional terhadap permasalahan lingkungan hidup
yang ditandai dengan Laporan Brundtland tahun 1987 dan Earth
Summit tahun 1992.
Perjanjian ITTA yang dibentuk tahun 2006 memperkokoh
Perjanjian sebelumnya, dengan berfokus pada ekonomi kayu tropis
global dan pemanfaatan berkelanjutan dari sumber daya kehutanan
yang ada, dengan secara simultan mendorong perdagangan kayu
dan memperbaiki sistem pengelolaan hutan. Sebagai tambahan,
Perjanjian tahun 2006 menambah beberapa ketentuan seperti
pertukaran informasi, termasuk data non-perdagangan kayu, dan
memberikan jaian untuk membicarakan permasalahan non-kayu
tropis sepanjang masih berkaitan dengan Perjanjian.
Keberlakuan (Entry Into Force)
Pada Perjanjian tahun 1983, Perjanjian dibuka untuk
ditandatangani pada November 1983 dan berlaku pada April 1985.
Perjanjian ini berakhir ketika Perjanjian tahun 1994 yang dibentuk
pada Januari 1994 pada akhirnya berlaku pada Januari 1997.
Sampai sekarang, Perjanjian tahun 2006 belum berlaku. Apabila
mengikuti ketentuan dalam article 39 dari Perjanjian tahun 2006,
Perjanjian ini akan berlaku pada 1 Februari 2008.
Prinsip-prinsip Cm urn (General Principles)
Beberapa prinsip umum yang dianut dalam Perjanjian ini antara
lain:
Prinsip hak berdaulat (sovereign rights) yang diakui dalam
hukum internasional dan juga Piagam PBB. Berdasarkan prinsip
ini, setiap negara memiliki hak berdaulat untuk mernanfaatkan
sumber daya aiam di yurisidiksi negaranya sesuai dengan
kebijakan lingkungan hidup nasionalnya. Namun selain itu,
setiap negara tetap mengemban tanggung jawab untuk
menjamin aktivitas yang dilakukan di yurisdiksinya tidak
I'olume 4 NomorJJuli 2007 833
Jitnial flukum Inteniasiotuil
menyebabkan kerusakan di negara lain atau di wilayah di luar
yurisdiksi negara tersebut.
Prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development)
yang mana suatu pembangunan ditujukan tidak hanya untuk
mencukupi generasi saat ini namun juga untuk menyediakan
sumber daya yang memadai bag! generasi selanjutnya.
Perjanjian pada tahun 2006 secara khusus mengadopsi prinsip
pembangunan berkelanjutan sebagaimana dirumuskan dalam
Dekiarasi Johannesburg pada World Summit on Sustainable
Development tahun 2002.
Materi-materi Pokok (Main Features)
Sesuai dengan prinsip keseimbangan antara perdagangan dan
perlindungan lingkungan hidup, tujuan pokok Perjanjian tahun 2006
ini sesuai dengan article 1 adalah untuk menyediakan kerangka
kerjasama dan pengembangan kebijakan yang berkaitan dengan
ekonomi kayu tropis, menyediakan forum konsultasi untuk
menjamin praktek perdagangan non-diskriminatif, dan
mengembangkan kapasitas setiap negara untuk meningkatkan
ekspor kayu tropis yang diolah dengan baik. Selain itu, Perjanjian
ini juga membentuk struktur bagi pasar kayu tropis global,
pendorong penelitian dan pengembangan, memastikan mekanisme
pendanaan, terjadinya pertukaran informasi, peningkatan industry
kayu proses, mencegah illegal logging, mendukung reforestasi, dan
tidak tertinggal adalah pengakuan atas hak-hak komunitas asli hutan
yang mendukung pembangunan berkelanjutan.
Sesuai dengan article 3, materi pokok dari Perjanjian adalah
pembentukan dari ITTO yang menjalankan tugas dan
kewenangannya melalui Council, Committees, badan subsider, dan
Executive Director beserta staf yang bermarkas di Yokohama,
Jepang. Selanjutnya, untuk sifat keanggotaan dalam ITTO, sesuai
article 4 adalah dibagi dua yaitu negara anggota produsen dan
negara anggota konsumen.
Dikatakan dalam article 6 bahwa kekuasaan tertinggi dalam
ITTO adalah pada International Tropical Timber Council (Council)
yang terdiri dari seluruh negara peserta yang masing-masing berhak
mengirim perwakilannya. Council berhak mengeluarkan regulasi
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yang mengatur kegiatan operasional ITTO, misalnya untuk
keuangan, pengeluaran, atau pengelolaan staf. Dalam setiap tahun
kalendarnya, Council memilih satu orang chairman dan vice
chairman, yang menurut article 8 d ip i i ih dari satu negara produsen
dan satu negara konsumen.
Hal yang menarik dalam si stem pengambilan keputusan dalam
Council adalah adanya distribusi suara sebagaimana diatur dalam
article 10. Negara produsen dan negara konsumen masing-masing
diberikan jatah 1000 suara. Dari jatah tersebut kemudian suara akan
didistribusikan kepada negara-negara anggota berdasarkan
penghitungan dari perdagangan kayu tropis, dan apabila untuk
negara produsen, dihitung pula dari luas hutan tropis di wilayahnya.
Penghitungan ini dipakai juga untuk menentukan kontribusi tahunan
yang harus dibayarkan oleh negara anggota.
Council didukung oleh empat komite yang masing-masing
terbuka bagi seluruh negara anggota dan pengamat dan memberikan
saran dan asistensi kepada Council daiam hal kebijakan dalam
permasalahan proyek. Tiga komite diantaranya berhubungan
dengan permasalahan informasi ekonomi dan kecerdasan pasar
(market intelligence), reforestasi dan pengelolaan hutan, serta
industry kehutanan. Komite ini disokong oleh Panel Ahli yang
melakukan penilaian proyek dan pre-proyek yang menilai proposal
proyek yang sesuai dengan tujuan ITTO. Sementara itu, komite
yang keempat adalah yang mengatur budget, pendanaan, dan aspek
administratif lainnya.
Pemangku kepentingan (stakeholders) la in di luar negara
anggota membentuk dua badan penasehat untuk memfasilitasi
partisipasi mereka dan untuk memberikan masukan terhadap
pengambilan keputusan dari Council. Dua badan ini adalah Trade
Advisory Group (TAG) dan Civil Society Advisory Group (CSAG).
Council sesuai article 14 juga akan menunjuk Direktur
Eksekutif yang akan bertanggungjawab terhadap administrasi dan
operasional organisasi. Direktur Eksekutif kemudian berwenang
untuk menunjuk staf-staf di bawahnya untuk kemudian membentuk
Sekretariat.
Dalam rangka menjalankan fungsinya mendanai berbagai
proyek kehutanan, Perjanjian ini mengatur beberapa tipe keuangan.
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Dikatakan dalam article 18 bahwa erdapat rekening administratif
(administrative account), rekening khusus dan Bali Partnership
l'*und, serta rekening lain yang dibentuk oleh Council. Rekening
khusus sebagaimana diatur dalam article 20 terdiri dari Thematic .
Programmes Sub Account dan Project Sub Account. Kemudian
diatur dalam article 21 mengenai Ball Partner ship Fund yang ,.
bertujuan untuk meningkatkan investasi terutama yang dilakukan ^
oleh negara anggota produsen untuk menunjang pengelolaan hutan
berkelanjutan. „
Tujuan lain dari Council sesuai article, 27 adalah menjalin j
hubungan dengan organisasi baik antar pemerintah maupun non
pemerintah untuk menjamin akses terhadap data dan informasi p
termasuk dalam hal produksi dan perdagangan kayu tropis serta
berbagai data lainnya yang relevan dengan produksi kayu dan
pengelolaan hutan tropis. Beragam informasi yang tersedia di
berbagai negara juga berusaha diberikan standar pelaporan dari
Council untuk mencegah duplikasi penyajian dari tiap-tiap data.
Mekanisme Khusus (Specific Mechanism) p
Mekanisme khusus pada Perjanjian ini diatur dalam article 28
mengenai kewajiban bagi Council untuk memproduksi laporan
tahunan mengenai kegiatan. Council juga wajib memberikan ,
analisis data mengenai kondisi industry kayu global pada setiap
tahunnya serta isu lain yang dapat mempengaruhi tercapainya
tujuan Perjanjian ini. Council juga memfasilitasi pertukaran
informasi antar negara anggota. Hal ini sesuai dengan prinsip baru
yang ada dalam Perjanjian tahun 2006.
F
Otoritas dan Pengawasan (Authority)
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Perjanjian yang *
membentuk ITTO ini menentukan kekuasaan tertinggi berada pada n
tangan Council sebagai perwakilan dari tiap-tiap negara anggota. n
Oleh karena itu, otoritas dan pengawasan tertinggi berada di tangan b
Council. s
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Penyelesaian Sengketa (Settlement of Disputes)
Dalam article 31, setiap negara yang memiliki complaint
terhadap negara lain akibat terjadi kelalaian melakukan kewajiban
daiam Perjanjian ini atau dalam hal hal terjadi sengketa mengenai
interpretasi perjanjian, maka negara tersebut dapat mengajukannya
ke Council. Council kemudian akan memutus secara consensus
dengan kekuatan hukum final dan mengikat.
Perjanjian Internasional Lain yang Terkait (Related
Agreements)
Tidak ada pengaturan secara tegas mengenai hubungan antara
Perjanjian ini dengan Konvensi lain. Namun dalam article 34
mengenai prinsip non-diskriminasi dikatakan bahwa Perjanjian ini
tidak menjadikan dasar bagi pelarangan atau pembatasan
perdagangan internasional di bidang kayu tropis, terutama
menyangkut impor dan pemanfaatan kayu tropis dan produk
turunannya. Dengan demikian, secara tidak langsung Perjanjian ini
menghormati perjanjian-perjanjian perdagangan lainnya, seperti
Perjanjian World Trade. Organization yang memang sangat
menjunjung prinsip non-diskriminasi.
(Muhammad Ajisatria)
Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora4
Konsep (Concept)
Convention on International Trade in Endangered Species of
Wild Fauna and Flora (Konvensi) atau juga kerap disingkat
menjadi CITES adalah perjanjian internasional yang dibentuk untuk
memastikan bahwa perdagangan internasional atas spesies langka,
baik fauna ataupun flora, tidak menyebabkan kepunahan atas
spesies-spesies tersebut.
http: "'www.cites.org
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Saat ini, Konvensi mengatur spesimen atas lebih dari 30.000
fauna dan flora, baik untuk diperdagangkan sebagai spesies maupun
produk turunannya seperti kulit ataupun obat-obatan.
Sebagai salah satu perjanjian internasional dengan anggota
terbanyak, partisipasi negara dalam Konvensi ini adalah atas dasar
sukarela (voluntary). Meskipun Konvensi ini mengikat secara
hukum bagi negara peserta, Konvensi tidak mengambil alih peran
dari hukum nasiona! masing-masing negara. Konvensi ini
memberikan kerangka hukum untuk diikuti oleh negara-negara
dengan mengadopsi hukum domestik yang memastikan bahwa
Konvensi ini dapat diimplementaskan di tingkat nasional.
Sampai pada tahun 2002, 50 persen dari negara peserta masih
belum mengikuti setidaknya satu atau lebih ketentuan dasar dari
Konvensi ini, yaitu: pembentukan otoritas pengelola dan ilmiah;
hukum yang melarang perdagangan yang bertentangan dengan
Konvensi; hukuman bagi tindak perdagangan demikian; dan hukum
yang mengatur penyitaan dari spesies.
Latar Belakang (Background)
Dewasa ini, berbagai penelitian semakin banyak menemukan
kelangkaan berbagai macam spesies di dunia ini, misalnya harimau
atau gajah sehingga semakin mempertegas tujuan dari Konvensi.
Namun pada awal Konvensi ini dibentuk pada era tahun 1960an,
perdebatan internasional mengenai pengaturan perdagangan
internasional atas satwa dan tanaman iangka untuk tujuan
konservasi memang masih relatif baru.
Perdagangan internasional atas satwa dan tanaman Iangka
merupakan industri besar yang setiap tahunnya dapat berniiai
trilyun dollar dengan melibatkan ratusan juta satwa dan tanaman
Iangka. Perdagangan ini beragam, mulai dari perdagangan satwa
dan tanaman, sampai dengan perdagangan produk turunan dari
satwa dan tanaman tersebut, misalnya makanan, kulit binatang,
instrumen musik, kayu, sampai obat-obatan, Dengan eksploitasi
yang besar-besaran dan ditambah dengan faktor lain seperti
kerusakan habitat, satwa dan tanaman Iangka ini terancam
kepunahan. Ada pula satwa dan tanaman liar yang sebenarnya tidak
terancam punah, namun dengan keberadaan perjanjian ini terdapat
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kepastian akan keberlanjutan spesies tersebut di masa depan.
Perdagangan satwa dan tanaman langka demikian cenderung
bersifal lintas negara (cross-border) sehingga pengaturannya
membutuhkan perjanjian internasional yang kemudian diakomodasi
dalam Konvensi.
Keberlakukan (Entry into Force)
Konvensi ini disusun atas hasil resolusi yang diadopsi pada
tahun 1963 oleh anggota The World Conservation Union (IUCN).
Teks dari Konvensi pada akhirnya disepakati pada rapat perwakilan
dari 80 negara di Washington DC, Amerika Serikat pada 3 Maret
1973 dan pada 1 Juli 1975 Konvensi ini berlaku (entered into
force). Teks asli Konvensi menggunakan bahasa Cina, Inggris,
Perancis, Rusia, dan Spanyol yang masing-masing dianggap sebagai
versi yang otentik. Saat ini, Konvensi ini merupakan salah satu
perjanjian internasional di bidang konservasi lingkungan hidup
dengan anggota yang sangat besar, yaitu 172 negara peserta.
Prinsip-prinsip U in urn (General Principle)
Dalam Konvensi berlaku prinsip-prinsip umum yang berlaku
dalam hukum internasional antara Iain:
Prinsip pada simt servanda, yang mana setiap perjanjian yang
telah disepakati harus dilaksanakan oleh negara pesertanya
dengan itikad baik. Hal ini merupakan dasar t imbulnya
kewajiban bagi negara peserta Konvensi untuk membentuk
pengaturan dan kelembagaan di tingkat nasiona! dan kewajiban
untuk mematuhi standar-standar internasional.
Prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development)
yang mana suatu pembangunan ditujukan tidak hanya untuk
mencukupi generasi saat ini namun juga untuk menyediakan
sutnber daya yang memadai bagi generasi selanjutnya. Istilah
yang mulai diperkenalkan dalam laporan Bntndttand Comission
tahun 1987 ini diakomodasi dalam hukum lingkungan
internasional dengan momentumnya adalah Untied Nations
Conference on Environment and Development (UNCED), di
Rio de Janeiro, Brazil tahun 1992.
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Prinsip kedaulatan negara (sovereignty), yang mana setiap
negara berdaulat memiliki kewenangan untuk mengatur segala
- hal dalam wilayahnya masing-masing. Kewajiban untuk
menerapkan rnateri Konvensi di tingkat nasional dilakukan
dengan tetap menghormati kedaulatan tiap-tiap negara.
Materi Pokok{Afai>i Features)
Konvensi ini terdiri dari 25 Pasal, yang secara umum terdiri dari
definisi (Pasal 3), prinsip Umum (Pasal II), pengaturan mengenai
spesimen atas spesies daiam Appendix 1 (Pasal III), pengaturan
mengenai spesimen atas spesies dalam Appendix II (Pasal IV),
pengaturan mengenai spesimen atas spesies dalam Appendix III
(Pasal V), ijin dan sertifikasi (Pasal VI), pengecualian dan
pengaturan khusus (Pasal VII), tindakan yang dapat dilakukan oleh
negara peserta (Pasal VIII), otoritas pengelola dan ilmiah (Pasal
IX), perdagangan dengan negara non-peserta Konvensi (Pasal X),
Conference of the Parlies (Pasal XI), Sekretariat (Pasal XII),
tindakan internasional (Pasal XIII), dan efek terhadap legislasi
domestik dan perjanjian internasional lain (Pasal XIV).
Konvensi ini bekerja dengan mengatur setiap perdagangan
internasional atas spesimen dari spesies-spesies tertentu dalam suatu-
mekanisme pengawasan. Setiap impor, ekspor, re-ekspor, atau
pengambilan spesies dari laut bebas atas spesies yang diatur dalam
Konvensi ini harus diotorisasi melalui suatu sistem lisensi. Dengan
demikian, setiap negara peserta harus membentuk satu atau lebih
otoritas pengelola yang akan melakukan administrasi atas proses
lisensi tersebut, dan otoritas ilmiah yang akan memberikan saran
kepada otoritas pengelola mengenai efek perdagangan terhadap
status dari spesies.
Spesies yang diatur dalam Konvensi ini dibagi menjadi tiga
appendices (lampiran), sesuai dengan tingkat perlindungan yang
dibutuhkan.
Sesuai dengan article 2, Appendix I meliputi spesies yang
terancam kepunahan. Perdagangan atas spesimen ini hanya
diijinkan dalam keadaan-keadaan khusus. Sementara itu, Appendix
II meliputi spesies yang tidak terancam kepunahan, namun
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dibutuhkan pengawasan atas perdagangannya guna mencegah
pemanfaatan yang bertentangan dengan kelestarian hidupnya.
Conference of the Parties (Co?) sebagai lembaga pengambil
keputusan tertinggi dari Konvensi yang meliputi seluruh negara
pesertatelah menyetujui Resolution Conf. 9.24 (Rev. CoP 13) yang
mengatur kriteria biologis dan perdagangan untuk menentukan
apakah suatu spesies digolongkan dalam Appendix I atau Appendix
II. Dalam rapat regule CoP, negara peserta menyerahkan proposal
berdasarkan kriteria tersebut untuk terus memperbarui kedua
Appendices tersebut. Proposal demikian disetujui atas pemungutan
suara diantara negara peserta.
Appendix III meliputi spesies yang dilindungi oleh setidaknya
satu negara, yang kemudian oleh negara tersebut meminta negara
peserta Konvensi yang lain untuk membantu mengawasi
perdagangan atas spesies tersebut. Perubahan daftar dalam
Appendix III berbeda dengan prosedur perubahan Appendix I dan II
karena setiap negara peserta berhak secara unilateral menentukan
perubahannya sehingga tidak membutuhkan kesepakatan negara
lain.
Setiap spesimen dari spesies yang tercantum dalam Konvensi
dapat diimpor, diekspor, atau di re-ekspor antar negara peserta
apabila seluruh dokumen yang dibutuhkan sudah dilengkapi dan
dapat ditunjukan pada saat titik masuk atau keluar. Setiap negara
biasanya memiliki beberapa variasi persayaratan yang berbeda
sehingga perlu diperiksa apakah hukum nasional tiap negara
memiliki pengaturan yang lebih ketat, namun tetap harus selaras
dengan persyaratan dasar yang diatur dalam Konvensi.
Spesimen dalam Appendix I (article 3 Konvensi)
1. Dibutuhkan ijin impor yang dikeluarkan oleh Otoritas Pengeloia
dari negara pengimpor. Ijin dapat dikeluarkan hanya apabila
spesimen tidak digunakan untuk kepentingan komersil dan
apabila impor dilakukan untuk tujuan yang tidak bertentangan
dengan kelangsungan hidup dari spesies. Dalam hal
perdagangan satwa atau tanaman hidup, Otoritas Ilmiah harus
memastikan bahwa penerima spesimen (resipien) adalah pihak
yang memiliki keahlian untuk merawat spesimen tersebut.
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2. Dibutuhkan ijin ekspor dan ij in re-ekspor yang dikeiuarkan oleh
Otoritas Pengelola dari negara. I j in ekspor hanya dapat
dikeiuarkan apabila spesimen diperoleh secara legal,
perdagangan tidak akan berdampak pada kelangsungan hidup
dari spesies, dan ijin impor juga telah dikeiuarkan. Sementara
itu, ijin re-ekspor hanya dapat dikeiuarkan apabila spesimen
diimpor sesuai dengan ketentuan Konvensi ini , dan dalam hal
satwa atau tanaman hidup, sebelumnya telah dikeiuarkan i j in
impor.
3. Dalam hal satwa dan tanaman hidup, perdagangan dan
pengangkutan hams dipersiapkan untuk merninimalkan resiko
kerusakan, terutama yang membahayakan kesehatan, dan
perlakuan yang kejam (cruel treatment).
Spesimen dalam Appendix II (article 4 Konvensi)
1 . Dibutuhkan i j i n ekspor dan ij in re-ekspor yang dikeiuarkan oleh
Otoritas Pengelola dari negara. I j i n ekspor hanya dapat
dikeiuarkan apabila spesimen diperoleh secara legal dan
perdagangan tidak akan berdampak pada kelangsungan hidup
dari spesies. Sementara itu, ijin re-ekspor hanya dapat
dikeiuarkan apabila spesimen diimpor sesuai dengan ketentuan
Konvensi in i .
2. Dalam hal satwa dan tanaman hidup, perdagangan dan
pengangkutan harus dipersiapkan untuk merninimalkan resiko
kerusakan, terutama yang membahayakan kesehatan, dan
perlakuan yang kejam (cruel treatment).
3. Ijin impor tidak dibutuhkan kecuali ditentukan dalam hukum
nasional masing-masing negara.
4 Dalam hal spesimen merupakan hasil penemuan dari laut
Otoritas Pengelolaan dari negara vvajib mengeluarkan sertifikat
untuk spesies sebagaimana tercantum dalam Appendix I atau II.
Spesimen dalam Appendix I I I (articles Konvensi)
1. Dalam hal perdagangan dilakukan dari suatu negara yang
mencantumkan spesies dalam Appendix III, ijin ekspor wajib
dikeiuarkan oleh Otoritas Pengelolaan. Ijin ini hanya dapat
dikeiuarkan apabila spesimen diperoleh secara legal, dan dalam
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hal satwa atau tanaman hidup, perdagangan dan pengangkutan
dipersiapkan untuk mencegah resiko kerusakan, terutama
menyangkut kesehatan, dan perlakukan kejam (cruel treatment).
2. Dalam hal ekspor dari negara lain, Otoritas Pengelolaan wajib
mengeluarkan certificate of origin.
3. Dalam hal re-ekspor, sertifikat re-ekspor wajib dikeluarkan oleh
negara peserta.
Dalam article 1 Konvensi, negara peserta dapat melakukan
pengecualian atas prinsip-prinstp umum di atas, dalam hal-hal
berikut ini:
a. Bagi spesimen yang sedang dalam transit atau transshipped
(Conf. 9.1 (Rev. CoP"l3),
b. Bagi spesimen yang diperoleh sebelum aturan Konvensi berlaku
baginya, dikenal juga dengan spesimen pre-Konvensi
(Resolution Conf. 13.6);
c. Bagi spesimen untuk kepentingan pribadi atau untuk rumah
tangga (Conf. 13.7);
d. Bagi hewan yang dibiakan dalam penangkapan "bred in
captivity' (Conf. 10.16 (Rev));
e. Bagi tanaman yang ditumbuhkan secara artifisial ^artificial
propagated" (Conf. 11.11 Rev. CoP. 13);
f Bagi spesimen untuk kepentingan penelitian; dan
g. Bagi satwa atau tanaman untuk kepentingan koleksi atau
pertunjukan keliling, misalnya sirkus.
Dalam hal-hal di atas, terdapat aturan khusus agar suatu ijin atau
sertifikat dapat dikeluarkan. Setiap pihak yang ingin meiakukan
impor, ekspor, atau re-ekspor spesies yang tercantum dalam
Konvensi wajib menghubungi Otoritas Pengelolaan tiap-tiap negara
baik negara pengimpor atau pengekspor untuk mendapatkan
Jnformasi mengenai pengaturan.
Sesuai dengan article 10, dalam hal spesimen yang tercantum
dalam Konvensi dipindahkan dari satu negara peserta Konvensi ke
suatu negara yang bukan peserta Konvensi, atau sebaliknya, negara
peserta Konvensi dapat menerima dokumentasi yang ekuivalen
dengan ijin atau sertifikat yang telah dijelaskan di atas.
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Mekanisme Khusus (Special Mechanism)
Dalam article 8, diatur mengenai langkah-langkah yang dapat
dilakukan negara peserta untuk menegakan Konvensi ini, antara lain
rnekanisme pemberian penalty atas perdagangan atau kepemilikan
yang melanggar Konvensi: dan rnekanisme konfiskasi atau
pengembalian kepada negara pengekspor spesimen. Negara peserta
juga dapat menerapkan rnekanisme Internal reimbursement atas
pengeluaran atas konfiskasi dari spesimen yang diperdagangkan
yang melanggar penerapan Konvensi ini.
Dalam hal terjadi konfiskasi, Otoritas Pengeloiaan setelah
berkonsultasi dengan negara pengekspor akan mengembalikan
spesimen yang bersangkutan kepada negara asal atau tempat lain
yang dianggap layak dan sesuai dengan tujuan Konvensi. Otoritas
Pengeloiaan juga dapat menunjuk suatu pusat penyelamatan (rescue
center) bagi spesimen yang di-konfiskasi.
Kemudian, untuk memastikan setiap spesimen dapat melewati
prosedur perneriksaan dengan cepat, negara peserta dapat menunjuk
suatu titik masuk (port of entry) dan titik keluar (port of ex/f) di
mana setiap spesimen akan diperiksa. Negara peserta juga wajib
memastikan bahwa dalam transit, pengangkutan, atau
penggudangan, setiap spesimen mendapat perawatan dengan baik.
Terakhir, sebagai mekanisme khusus, setiap negara peserta
wajib menyiapkan laporan periodik mengenai laporan implementasi
dari tiap negara dan melaporkan kepada Sekretariat tentang laporan
mengenai langkah-langkah legislatif, pengaturan, dan administratif
yang dilakukan untuk menerapkan Konvensi ini yang dapat diakses
oleh public.
Otoritas dan Pengawasan (Authority and Monitoring)
Beberapa Otoritas dan pengawasan yang dibentuk berdasarkan
Konvensi ini adalah:
1. Conference of Parlies (CoP) (article 11): merupakan forum
lembaga pengambil keputusan tertinggi dari Konvensi yang
meliputi seluruh negara peserta.
2. Sekretariat (article 12): dibentuk oleh Direktur Eksekutif United
Nations Environmental Programme (LJNEP) dengan tujuan
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antara lain menyelenggarakan pertemuan antar negara anggota,
mengadakan kajian ilmiah dan teknis baik atas permintaan CoP
atau dan negara peserta, serta mengelola laporan dari tiap-tiap
negara peserta.
3. Otoritas Pengelolaan dan Otoritas Ilmiah (article 9): Otoritas
Pengelolaan dibentuk di tiap-tiap negara peserta untuk
mengelola segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan
administrasi dan perijinan yang dibantu dengan laporan-Iaporan
ilmiah dari Otoritas Ilmiah.
Perjanjian Internasional yang Terkait (Related Agreements)
Dalam article 14, dikatakan bahwa Konvensi ini tidak akan
mempengaruhi kewajiban negara akibat perjanjian internasional
lain yang meliputi aspek perdagangan atau pengambilan, pemilikan,
atau pengangkutan spesimen, Selain itu, bagi negara peserta yang
juga menjadi peserta di perjanjian internasional yang melindungi
biota laut sebagaimana tercantum dalam Appendix II Konvensi ini
dibebaskan dari kewajiban Konvensi ini apabila diambil
menggunakan kappa yang terdaftar di negara tersebut.
Dengan demikian, Konvensi ini memiliki banyak keterkaitan
dengan perjanjian internasional lainnya. Dalam bidang
perdagangan, Konvensi ini akan banyak bersinggungan dengan
Perjanjian World Trade Organization (WTO), terutama dalam
melihat hubungan antara perdagangan internasional dengan
perlindungan lingkungan hidup. Isu ini sedang menjadi perhatian
bagi pakar hukum internasional dewasa ini karena sudah banyak
beberapa sengketa yang membuktikan adanya konflik antara
Perjanjian WTO dengan pernjanjian internasional bidang
lingkungan hidup. Namun sampai saat ini bellim ditemukan
sengketa perdagangan yang melibatkan Konvensi ini.
Selain itu, Konvensi ini akan banyak berkaitan dengan
Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 terutama dalam hal
perlindungan spesies laut. Namun sebagaimana telah disinggung
dalam article 14 paragraph 6, Konvensi ini tidak akan
mempengaruhi perkembangan hukum laut internasional dalam
United Nations Conference on the Law of the Sea.
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Penyelesaian Sengketa (Settlement of Disputes)
Pasal 18 Konvensi mengatur mengenai penyelesaian sengketa.
Sengketa antar negara yang timbul akibat interpretasi atau
pelaksanaan Konvensi diselesaikan inelalui negosiasi kedua negara.
Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan, atas dasar kesepakatan
bersama, negara dapat mengajukan sengketa ke arbitrase
internasional yang putusannya memiliki kekuatan hukum mengikat.
Da I am prakteknya selama 30 tahun Konvensi ini berjalan,
Konvensi menyediakan beberapa strategi dalam menghadapi
perselisihan diantara negara-negara. Sekretariat apabila
diinformasikan menganai adanya perselisihan akan mengumumkan
masalah tersebut ke seluruh negara peserta. Sekretariat juga akan
memberikan kesempatan memberikan respons bagi negara yang
diduh melakukan pelanggaran dan memberikan bantuan teknis
untuk mencegah pelanggaran iebih lanjut .
Dalam Conference of Parlies (CoP) 11, ditentukan bahwa bagi
negara yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan: teguran
formal dari Sekretariat, pemberhentian sementara kerjasama dengan
Sekretariat, kunjungan dari Sekretariat untuk melakukan verifikasi
terjadinya pelanggaran, dan rekomendasi dari Sekretariat kepada
seluruh negara peserta untuk memberhentikan perdagangan dengan
negara tersebut. Perselisihan ini dapat terjadi dalam hal misalnya
pengeluaran ijin, adanya ekses perdagangan, atau kegagalan untuk
membuat laporan tahunan.
(Muhammad Ajisatria)
Convention on Biological Diversity
Konsep (Concept)
Convention on Biological Diversity (Konvensi) merupakan
perjanjian internasiona! yang diadopsi pada saat Konferensi Bumi
(Earth Summit) di Rio de Janeiro pada tahun 1992. Konvensi ini
memiliki tiga tujuan utama, yaitu: konservasi keanekaragaman
:' www.cbc/.int
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hayati, penggunaan komponen keanekaragaman hayati secara
berkelanjutan, dan inekanisme pembagian manfaat yang adil dan
seimbang terkait dengan penggunaan sumber daya genetik.
Konvensi ini berguna sebagai pedoman bagi pembuat kebijakan
bahwa sumber daya alam tidak tak terbatas dan oleh karena itu
setiap pemanfaatannya harus berkelanjutan. Apabila metode
konservasi lingkungan hidup sebelumnya diarahkan hanya
perlindungan spesies atau habitat tertentu saja, Konvensi ini
memperkenalkan konsep penggunaan berkelanjutan atau dikenal
dengan "sustainable use."' Dengan demikian, Konvensi ini
mengakui pentingnya ekosistem, spesies, dan bahan genetik bagi
kehidupan manusia, namun pemanfaatannya harus dilakukan
dengan memperhatikan kepentingan jangka panjang dan tidak
mengurangi keanekaragaman hayati di bumi .
Selain itu, Konvensi ini memberikan pedoman mengenai
precautionary principle yang dianut dalam hukum lingkungan.
Artinya, apabila terdapat ancaman terhadap pengurangan
keanekaragaman hayati namun tidak ada bukti i lmiah yang
memadai, negara tetap harus niengambil tindakan yang sesuai,
dengan tetap memperhatikan pertimbangan ekonomis. Kurangnya
bukti i lmiah tersebut tidak dapat di jadikan alasan untuk tnencegah
langkah demikian,
Latar Belakang (Background)
Sebagai Konvensi yang lahir clalam Konferensi Bumi pada
tahun 1992, latar belakang lahirnya tidak dapat dilepaskan dari
paradlgma pembangunan berkelanjutan (sustainable development),
Istilah ini mulai diperkenalkan dalam masyarakat internasional
melalui laporan Brunt land Commission yang berjudui "Ottr
Common Future"** Dalam laporan tersebut, pembangunan
berkelanjutan diartikan sebagai pembangunan untuk memenuhi
kebutuhan generasi saat ini dengan memperhatikan kemampuan
generasi masa mendatang untuk memenuhi kebutuhannya."
Paradigma ini yang kemudian mencapai puncak penerimaan poiitik
dalam Konferensi Bumi tersebut.
6 Lihat G. Brunt land, ed. Our Common Future: The World Commission
on Environment and Development, (Oxford: Oxford University I*ress, 1987).
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Pemhangunan berke lan ju tan merupakan k r i t i k atas teori
pembangunan sebelumnya yang berorientasi pada pembangunan
ekonomi tanpa memperhatikan aspek-aspek l a in . Oleh karena itu.
clalain pembangunan berkelanjutan dlperkenalkan dimensi lain dari
pembangunan yaitu faktor sosial-budaya dan lingkungan hidup.
Atas dasar paradigma demikian , Konvensi i n i d ibentuk . Konvensi
mi bermaksud untuk menyeimbangkan pembangunan ekonomi
mela lu i pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap
memperhatikan kelestarian kenekaragaman hayat i .
Keberlakuan (Entry into Force)
Sesuai Pasa! 36, Konvensi ini berlaku 90 hari seteiah dokumen
Ratitlkasi, Acceptance, dan A/>/>mva/ dari negara ke-30 diterima.
Konvensi ini dibuka un tuk penandatanganan pada 5 Juni 1992 dan
berlaku (entered into force) pada 29 Desember 1993.
Prinsip-prinsip Urn urn (General Principles)
Prinsip dasar yang melandasi seluruh materi Kon\'ensi ini
adalah hak berdaulat neuara (sovereign rights) sebagaimana d ia tu r
dalam Charter of the United Nations (P iagam PBB) dan piinsip
umum dalam hukum internasionai
Sesuai dengan Pasal 3 Konvensi, seriap negara m e m i l i k i hak
berdaulat u n t u k mengeksploitasi sumber daya yang d i m i l i k i n y a
sesuat dengan keb i j akan l ingkungan h i d u p dan tanggung javvab
u n t u k memastikan bahwa segala akt ivi tas daiani yurisdiksinya t i dak
menghasi lkan kerusakan lingkungan h idup kepada negara l a in atau
kepada wiiavah di luar yurisdiksinya lersebut. Dengan demikian,
dalam hak berdaulat negara terkandung pula p r in s ip umum h u k u m
internasional mengenai pertanggungiawaban negara (slate
responsibility).
Satu pr ins ip yang juga dianut daiam Konvensi ini adalah
permasalahan yurisdiksi . Berdasarkan Pasal 4, ada clua cakupan
yurisdiksi Konvensi: I'erianici, dalam hai keanekaragaman hayati
terietak di wi layah y u r i s d i k s i nasional negara; Kediia^ dalam hal
proses atau aktivi tas d i lakukan dalam yur isdiks i wilayah negara
atau berada dalam kontrol negara meskipun berada di luar wilayah
negara tersebul.
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IVlateri-materi ?okok(Main Features)
Adapun mated pokok yang diatur dalam Konvensi ini antara
la in adalah sebagai berikut:
Setiap negara vvajib membuat rencana dan program nasional
mengenai penggunaan komponen keanekaragaman hayati secara
berkelanjutan dan wajib mengintegrasikan kegiatan tersebut
pada sektor. program, dan kebijakan yang relevan, (Pasal 6).
Kewajiban negara untuk mengidentifikasi keanekeragaman
hayati yang perlu dikonservasi sesuai dengan Annex I dan
melakukan pula identifikasi terKadap kegiatan yang merugikan
kegiatan konservasi. Kernudian, pemantauan kegiatan wajib
dilakukan, termasuk penanganan dan penyusunan data. (Pasal
7).
Konservasi in-situ. Setiap negara wajib melakukan konservasi
//Kv/7//, yaitu konservasi yang dilakukan di tempat
keanekaragaman hayati itu berada. Jadi, setiap negara wajib
mendirikan kawasan perlindungan untuk kegiatan konservasi
keanekaragaman hayati, mempromosikan kawasan berwawasan
lingkungan hidup, mempromosikan perlindungan ekosistem dan
habitat alami termasuk memulihkan ekosistem atau spesies yang
langka. Konservasi in-situ juga harus memperhatikan dampak
organisme buatan hasil bioteknologi dan konservasi ini harus
selaras dengan sikap hidup masyarakat lokal atau masyarakat
asii dalam penggunaan komponen keanekaragaman hayati
secara berkelanjutan. (Pasal 8).
Setiap negara juga vvajib melakukan konservasi ex-sin^ yaitu
konservasi di luar habitat asli dari keanekaragaman hayati.
Konservasi ex-sint misalnya dengan pembangunan fasili tas
pendukung sumber daya genetik, pengaturan pengambilan
sumber daya biologis dari habi tatnya agar tidak merusak
ekosistem dan populasi spesies di lingkungan aslinya. (Pasal 9).
Dalam hal penggunaan komponen keanekaragaman hayati
secara berkelanjutan, setiap negara harus mengambil tindakan
dalam penggunaan sumber daya hayati, mendorong masyarakat
lokal untuk memulihkan kawasan yang rusak, serta bekerjasama
dengan pihak swasta di negaranya dalam membangun metode
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penggunaan komponen keanekaragama hayati secara
berkelanjutan. (Pasal 11).
Setiap negara harus membuat program pelatihan dan penelitian
serta menggunakan hasil penelitian tersebut untuk membuat
metode yang tepat bagi kegiatan konservasi dan penggunaan
keanekaragaman hayati. (Pasal 12).
Menyangkut pendidikan dan kepedulian masyarakat, setiap
negara melalui berbagai media, harus mengembangkan program
pendidikan dan kepedulian dengan negara lain dan organisasi
lain untuk mempromosikan keanekaragaman hayati. (Pasal 12).
Dalam melakukan konservasi, setiap negara harus membuat
penilaian terhadap dampak serta mengambil tindakan
pencegahan dengan membuat perencanaan yang matang serta
melibatkan masyarakat dan bekerjasama dengan negara lain
untuk mencegah kerusakan lingkungan hidup,
Salah satu poin penting dalam Konvensi ini adalah pengaturan
atas sumber daya genetik. Setiap negara berdasarkan
kesepakatan bersama harus memfasilitasi akses terhadap sumber
daya genetik di wilayahnya kepada pihak lain atas dasar
persetujuan negara tersebut. Sebagai kompensasi, harus
diadakan pembagian manfaat yang adil dan seimbang (fair and
equitable sharing of benefits) antara negara dengan pihak yang
ingin memanfaatkan itu.
Dalam kaitannya dengan a!ih teknologi, setiap negara wajib
memastikan dan bekerja sama agar akses dan transfer teknologi,
termasuk bioteknologi, tidak membahayakan lingkungan hidup
dan tidak bertentangan dengan ketentuan mengenai hak
kekayaan intelektual. (Pasal 16). Kerja sama demikian dapat
dilakukan melalui pertukaran intbrmasi (Pasal 17) atau kerja
sama teknis dan ilmiah (Pasal 18).
Menyangkut penanganan bioteknologi dan distribusi hasil-
hasilnya, setiap negara membuat kebijakan yang mendorong
riset bioteknologi yang dilaksanakan khususnya oleh negara
berkembang yang menyediakan sumber daya genetik atas riset
tersebut. (Pasal 19).
§ 5 Q Indonesian Journal of International I.M
International IM\V Making
Mekanisme Khusus (Specific Mechanism)
Dengan Konvensi ini ditetapkan Conference of Parties (CoP).
CoP diadakan secara periodik sesuai dengan hasil CoP pertama, dan
apabila terdapat permintaan dari negara peserta, dapat
diselenggarakan CoP luar biasa. PBB beserta badan-badan
subsidernya, International Atomic Energy Agency (IAEA), serta
negara bukan peserta Konvensi dapat menghadiri CoP sebagai
pengamat. Sesuai dengan Pasal 21 Konvensi, CoP berhak
menentukan kebijakan, strategi, prioritas program, kontribusi serta
kriteria kemampuan untuk membentuk dan mengembangkan
mekanisme pembiayaan kegiatan konservasi keanekaragaman
hayati. Selain itu, setiap negara peserta vvajib memberikan laporan
terhadap kegiatan konservasi dan penggunaan keanekaragaman
hayati kepada CoP. (Pasal 26).
Otoritas dan Pengawasan (Authority)
Berdasarkan Konvensi, dibentuk Sekretariat yang berfungsi
mengatur kegiatan CoP, inenyiapkan laporan-laporan yang akan
dibahas dalam CoP serta melakukan koordinasi antara negara
peserta dengan badan internasional lain. Sekretariat ini dibentuk
dalam siding pertama CoP. (Pasal 24).
Selain itu, badan subsider dalam saran i lmiah, teknis, dan
teknologi didirikan berdasarkan hasil sidang CoP untuk mendukung
pelaksanaan Konvensi dan bertugas menyiapkan dan
mengidentifikasi langkah-langkah yang harus diambil dalam
melaksanakan kegiatan konservasi dan penggunaan
keanekaragaman hayati. Badan subsider ini juga mengembangkan
alih teknologi, menyediakan program ilmiah dalam kerjasama
internasional, serta memberikan tanggapan atas pertanyaan ilmiah
sehubungan dengan keanekaragaman hayati. (Pasal 25).
Penyelesaian Sengketa (Settlement of Disputes)
Berdasarkan Pasal 27 Konvensi, penyelesaian sengketa yang
menyangkut interpretasi atau penerapan konvensi dilakukan dengan
cara negosiasi. Apabila negosiasi tidak berhasil, maka para pihak
dapat memanggil pihak ketiga untuk menggunakan jasa good
offices atau mengadakan mediasi. Pada saat meratifikasi, menerima.
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atau menyetujui konvensi ini, negara peserta dapat memberikan
pernyataan bahwa apabila kedua mekanisme penyelesaian sengketa
di atas tidak membuahkan hasil, penyelesaian sengketa dilakukan
melalui:
- Arbitrase sesuai dengan prosedur dalam Bagian 1 Annex II; dan
Penyerahan sengketa kepada International Court of Justice
(ICJ).
Jika prosedur di atas tidak juga membuahkan hasil, maka
penyelesaian dilakukan melalui konsiliasi sesuai dengan Bagian II
Annex II.
Peraturan Lain yang Terkait
Sesuai dengan Pasal 22, Konvensi ini tidak mempengaruhi hak
dan kewajiban negara psertanya yang telah terikat dengan
perjanjian internasional lain, kecuali dalam pelaksanaan hak dan
kewajiban tersebut membahayakan atau mengancam
keanekaragaman hayati. Selain itu negara peserta Konvensi secara
konsisten memperhatikan lingkungan laut serta hak dan kewajiban
negara berdasarkan hukum laut internasional. (Pasal 22).
Dalam Konvensi ini diadopsi Protokol sebagai peraturan
pelaksana dari Konvensi. Berdasarkan Pasal 32, Negara lain tidak
dapat menjadi peserta Protokol apabila ia tidak menjadi peserta
Konvensi ini.
(Muhammad Ajisatria)
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